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ABSTRAK 

Kerusakan hutan di Indonesia akibat dari kebakaran hutan dan lahan cenderung terjadi 

setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia merupakan kejadian yang 

lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) disebabkan oleh faktor aktivitas manusia dalam 

mengelola sumber daya alam di area hutan maupun lahan. Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan merilis data bahwa luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2011–2016 telah 

membakar lebih dari 328 ribu Ha area hutan dan lahan di Indonesia. Akibat dari kebakaran tersebut 

menyebabkan kabut asap lintas batas, kerusakan tanah, hilangnya keberagaman hayati, peningkatan 

pelepasan gas rumah kaca, dan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kebakaran hutan dan 

lahan yang terjadi sangatlah bersentuhan dengan dengan prinsip–prinsip hukum lingkungan 

internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian 

ini membahas apakah Indonesia telah mengimplementasikan prinsip prinsip tersebut ke dalam 

kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia 

serta bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan 

dan lahan di Indonesia. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, 

dengan data sekunder sebagai data utama. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini 

digunakan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional sebagai pisau analisis. Berdasarkan hasil 

penelitian Indonesia telah memberlakukan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dalam 

kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, selain itu upaya Indonesia 

dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara umum dilakukan melalui 

tiga upaya yaitu pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. 

 

Kata kunci : Kebakaran hutan dan lahan, prinsip-prinsip lingkungan internasional, kebijakan, 

pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 

 

ABSTRACT 

Deforestation in Indonesia due to forest fires tends to occur annually. Forest fires 

occurring in Indonesia are more than 95% (ninety-five percent) due to human activities in managing 

natural resources in forest and land areas. The Ministry of Environment and Forestry released data 

that the extent of forest fires in 2011-2016 has burned more than 328 thousand hectares of forest 

and land areas in Indonesia. As a result of these fires causing trasnboundry haze pollution, land 

degradation, loss of biodiversity, increased greenhouse gas emissions, and social and economic 

impacts on society. The forest and land fires are in direct contact with international environmental 

law principles in the prevention and overcoming of forest and land fires. Whether Indonesia has 

been implemented these principles into the prevention and prevention policies of forest fires 

occurring in Indonesia and whether the government's efforts in preventing and controlling forest 

fires in Indonesia. This research uses normative juridical method, with secondary data as main data. 

To analyze the problems in this study used the principles of international environmental law as a 

analysis’ instrument. Based on the results of research Indonesia has enacted the principles of 

international environmental law in forest and land fire prevention and prevention policies, besides 

Indonesia's efforts in preventing and overcoming forest and land fires are generally done through 

three efforts: prevention, blackout and post-fire handling. 

 

Keywords : Forest fires, international environmental principles, policy, prevention and control of 

forest fires in Indonesia 
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I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini dunia sedang 

menghadapi krisis lingkungan hidup 

di mana kerusakan lingkungan bumi 

semakin mengancam basis sumber 

daya alam terutama hutan maka dari 

itu apabila terjadi kerusakan terhadap 

hutan seperti terjadinya kebakaran, 

penebangan liar dan kerusakan 

lainnya yang menimbulkan dampak 

yang kurang baik dalam kehidupan 

manusia, serta menjadi masalah yang 

begitu berat untuk dirasakan oleh 

Indonesia.  

Salah satu akibat yang paling 

nampak dari pengelolaan hutan yang 

tidak memperhatikan lingkungan 

hidup adalah meningkatnya frekuensi 

dan intensitas kebakaran hutan dan 

lahan di Indonesia.  Kebakaran 

merupakan salah satu faktor perusak 

hutan yang paling cepat dan 

berdampak negatif.  Selain terhadap 

sumber daya hutan itu sendiri, 

dampaknya juga telah mengganggu 

kesehatan manusia, sektor ekonomi, 

bahkan politik. 

Dunia tercengang ketika terjadi 

kebakaran hutan dan lahan Indonesia 

pada tahun 1982/1983 terutama di 

provinsi Kalimantan Timur1, 

bagaimana mungkin hutan tropika 

                                                           
1 Integrated Forest Fire Management In 

Indonesia Phase 1: National Guidelines On 

The Protection Of Forests Against Fire. 

ITTO Project DP 12/93 Rev. 3 (F), 1999. 

http://www.fire.uni-

freiburg.de/iffn/iffn_26/IFFN_26.pdf. 

diakses pada tanggal 20 Februari 2017 jam 

12.00. 
2 J.G.Goldammer and B.Seibert, Op.cit. P. 

185. 
3 L. Schindler, The Indonesian Fires And Se 

Asean Haze 1997/98. Review, Causes And 

Necessary Steps. Paper Presented At The 

Asia – Pasific Region Workshop On 

basah bisa terbakar?2 Kebakaran 

hutan dan lahan tersebut telah 

menghancurkan 3.6 juta hektar area 

hutan dan lahan3 dengan kerugian 

sebesar US $ 9 milyar4 diketahui 

bahwa penyebab kebakaran adalah 

perubahan struktur vegetasi akibat 

pembalakan kayu yang dimulai 1970-

an, di mana jutaan hektar lahan hutan 

dibagi-bagi ke dalam kawasan Hak 

Pengusahaan Hutan (HPH) yang 

mengakibatkan “booming kayu”. 

Kebakaran yang terjadi pada 

tahun 1982/1983 ternyata tidak 

selesai dan berhenti namun terus 

berlanjut dari tahun-ketahunnya 

seperti pada tahun 1987 Indonesia 

kembali mengalami kebakaran tetapi 

tidak seluas pada kejadian tahun 1983 

yang hanya membakar 66 hektar area 

hutan dan lahan. Pada tahun 1991 

kembali terjadi kebakaran hutan dan 

lahan dengan luas terbakar  500 ribu 

hektar area hutan dan lahan, tahun 

1994 kembali terjadi kebakaran hutan 

dan lahan dengan luas area terbakar 

5,1 juta hektar area hutan dan lahan 

yang menjadi puncak kebakaran 

hutan dan lahan di Indonesia adalah 

pada tahun 1997 sampai 1998 dengan 

luas area terbakar hingga 11 juta 

hektar area hutan dan lahan.5  

Transboundary Atmospheric Pollution, 

Singapore, 27 – 28 may 1998. 
4 P.Hess, Forest Fire In East In East 

Kalimantan 1982/1983: Effects Damages 

Ant Technical Solutions-The Potential Of 

Residual Stands After Affected By Fire. 

Papar Presented In The Workshop Of 

Forest Rehabilitation And Forest Protection 

From Fire, Samarinda, 31 January – 2 

February 1994, P. 20. http://www.fire.uni-

freiburg.de/iffn/country/id/id_30.htm 

diakses pada tanggal 20 Februari 2017 jam 

12.00. 
5 B.H.Saharjo, Wildfire Disaster Risk 

Reduction And Management In Indonesia, 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/iffn_26/IFFN_26.pdf
http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/iffn_26/IFFN_26.pdf
http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/country/id/id_30.htm
http://www.fire.uni-freiburg.de/iffn/country/id/id_30.htm
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Kebakaran terus berlanjut pada 

tahun 1999 sampai tahun 2006 

tercatat kebakaran melahap 120 juta 

hektar area hutan dan lahan6. Pada 

tahun 2011 sampai dengan 2016 

laporan terkait kebakaran di 

Indonesia tercatat telah melahap 328 

ribu hektar area hutan dan lahan 

dengan puncaknya terjadi pada 2015 

dengan luasan area terbakar sejumlah 

261 ribu hektar.7 

Penggunaan api yang tidak 

terkontrol, mengakibatkan timbulnya 

kebakaran dan menciptakan 

penyebara api yang sangat cepat yang 

sebagian besar dari kegiatan-kegiatan 

pengembangan di lahan basah, hal 

tersebut telah menimbulkan 

kebakaran di sebagian besar areal 

lahan basah dalam dua dekade 

terakhir ini.  

Peningkatan kebakaran juga 

berkaitan dengan El Niño yang 

memberikan kontribusi dalam 

peningkatan luasan dan 

penyebarannya. Kebakaran yang 

berulang-ulang telah menjadi salah 

satu ancaman terbesar bagi 

konservasi hutan, pemanfaatan yang 

lestari dan pemulihan areal yang telah 

rusak di Indonesia. 

  Dampak yang timbul dari 

kebakaran hutan dan lahan sangatlah 

bersentuhan dengan hukum 

lingkungan internasional dengan 

segenap prinsip – prinsip hukum 

lingkungan internasional yang ada di 

dalamnya yang dapat menjadi dasar 

dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan 
                                                           

Paper Presented At The International 

School Of University Of Freiburg, 

Germany, 2011. 
6https://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran_lia

r diakses pada tanggal 20 Februari 2017 jam 

12.00 

lahan apakah Indonesia telah 

mengimplementasikan prinsip prinsip 

tersebut ke dalam upaya pencegahan 

dan pengendalian, hutan dan lahan 

yang terjadi di Indonesia. 

Dari uraian di atas maka 

permasalahan yang dapat disusun 

antara lain: 

1. Apakah kebijakan dalam 

pencegahan dan pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan di 

Indonesia telah 

mengimplementasikan prinsip 

prinsip hukum lingkungan 

internasional? 

2. Apakah upaya pemerintah dalam 

melakukan pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan di Indonesia ? 

 

II. METODE 

A. Metode Pendekatan 

Penelitian ini bersifat kualitatif 

dikarenakan penelitian ini lebih 

menitik beratkan atau mengandalkan 

pada kedalaman data bukan 

banyaknya data yang di peroleh. 

Dilihat dari perspektif keilmuan 

penelitian ini merupakan penelitian 

hukum, dengan metode pendekatan 

Yuridis-Normatif karena penelitian 

ini menempatkan aturan-aturan 

hukum baik internasional maupun 

nasional sebagai premis mayor atau 

faktor penentu dari suatu penelitian 

hukum. 

B. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang 

digunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah preskriptif dan terapan, 

7 SiPongi, Karhutla Monitoring System 

sipongi.menlhk.go.id, Direktorat PKHL 

Kementrian Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan RI, 2016. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran_liar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran_liar
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dikarenakan ilmu hukum dengan 

karakteristiknya sebagai ilmu yang 

bersifat preskriptif adalah ilmu 

hukum yang mempelajari tujuan 

hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas 

aturan hukum, konsep-konsep hukum 

dan norma-norma hukum. Sebagai 

ilmu terapan, ilmu hukum 

menetapkan standar prosedur, 

ketentuan-ketentuan, rambu-rambu 

dalam melaksanakan aturan hukum.8 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan 

Perundang-Undangan (statue 

approach)  dan pendekatan Historis 

(historical approach) . Hal ini 

dikarenakan penulis menggunakan 

peraturan perundang-undangan 

hukum nasional maupun hukum 

internasional sebagai dasar awal 

melakukan analisis sehingga 

Peraturan perundang-undangan 

merupakan titik fokus dari penelitian 

ini. Penulis juga menggunakan 

pendekatan historis dengan menelaah 

latar belakang dan perkembangan dari 

materi yang diteliti. 

C. Metode Pengumpulan Bahan 

Hukum 

Berdasarkan metode pendekatan 

yang digunakan yaitu Yuridis-

Normatif sehingga dalam penelitian 

ini sumber data utama yang 

digunakan adalah data sekunder. 

Untuk mengumpulkan data sekunder 

tersebut dibutuhkan teknik 

pengumpulan data dengan cara studi 

kepustakaan yaitu membaca dan 

memilih ketentuan ketentuan hukum 

nasional dan hukum internasional 

serta ketentuan ketentuan hukum 

lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian. Studi kepustakaan ini juga 

                                                           
8 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, 

Kencana, Jakarta, 2006. Halaman. 22. 

dilakukan melalui sumber buku – 

buku dan juga jurnal, internet, 

maupun artikel. Selain itu diperlukan 

juga pengumpulan data yang 

bersumber dari narasumber maupun 

responden, data-data diperoleh secara 

purposif yaitu pengumpulan data 

secara sengaja sesuai dengan obyek 

penelitan yang diperlukan atau yang 

terkait langsung dengan penelitian. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Umum Keadaan 

Hutan Indonesia 

Hutan merupakan tempat 

berkembang berbagai flora dan fauna 

mulai dari bentuk mikro sampai 

binatang besar seperti gajah. Interaksi 

komponen-komponen yang terdapat 

dalam ekosistem hutan terus berjalan 

hal ini yang menjadikan hutan sangat 

bermanfaat bagi keberlangsungan 

makhluk hidup. Manfaat yang di 

hasilkan oleh hutan menjadikan 

manusia melakukan kegiatan untuk 

memanfaatkan kawasan hutan, 

memanfaatkan  jasa  lingkungan,  

memanfaatkan  hasil  hutan  kayu  dan  

bukan  kayu  serta  memungut  hasil  

hutan  kayu  dan  bukan  kayu  secara  

optimal. Akibatnya menjadikan 

pemanfaatan dan pengelolaan hutan 

yang tidak terkendali dan 

menyebabkan kerusakan pada hutan. 

Kerusakan dan kehilangan hutan alam 

skala besar mulai terjadi di Indonesia 

sejak awal tahun 1970-an, ketika 

perusahaan-perusahaan pengusahaan 

hutan mulai beroperasi.  

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
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Salah satu hal yang berperan 

dalam berkurangnya hutan di 

Indonesia adalah habisnya hutan 

dikarenakan terbakar oleh api. 

Deforestasi dapat terjadi dengan cepat 

ketika api menyapu habis tutupan 

hutan atau hutan yang telah di tebang 

untuk pembukaan lahan dan 

pembuatan jalan bagi perkebunan 

kelapa sawit dan Hutan Tanaman 

Industri. Deforestasi akibat dari 

kebakaran hutan kita dapat lihat dari 

tingginya titik panas (hotspot) pada 

area yang terdeforstasi (gambar 1). 

Gambar 1. Diagram Jumlah Titik Panas 

(Hotspot) dan Angka Deforestasi Bruto (ribu 

ha/tahun) per Provinsi Tahun 2014 

Selama tahun 2014 titik panas 

terbanyak berada di Provinsi Riau 

(21.372 titik), Kalimantan Tengah 

(13.436 titik) dan Kalimantan  Barat 

(9.076 titik)  di mana pada provinsi-

provinsi tersebut mengalami 

kebakaran hutan dan lahan. 

Berdasarkan Gambar 2,  terlihat 

adanya kecenderungan pada beberapa 

provinsi yang memiliki angka 

deforestasi bruto tinggi yaitu Riau dan 

Kalimantan Tengah juga 

menunjukkan kawasan dengan 

jumlah titik panas (hotspot) yang 

banyak pula. Berdasarkan hasil 

analisis data titik panas (hotspot) 

                                                           
9 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauaan 

Sumber Daya Hutan, Devorestasi Indonesia 

Tahun 2013-2014, Direktorat Jenderal 

tahun 2014, titik panas pada ketiga 

provinsi tersebut dipengaruhi dari 

aktifitas pembukaan lahan yang 

sering terjadi pada bulan Agustus 

sampai dengan Oktober.9 

Pemicu (triger) terjadinya api ada 

beberapa akibat seperti proses kimia 

pembakaran karena alam dan 

pembakaran yang sengaja dibuat 

manusia untuk tujuan tertentu. Api 

yang timbul secara tiba-tiba dari 

dalam hutan muncul secara alamiah 

akibat proses alam tetapi lebih dari 

95% (sembilan puluh lima persen) 

penyebab utama kebakaran di 

kebanyakan negara termasuk 

Indonesia disebabkan oleh faktor 

aktivitas manusia baik disengaja 

maupun akibat kelalaiannya. 

Penyebab alam paling utama dari 

alam adalah petir dan erupsi gunung 

berapi tetapi ini sangat jarang terjadi 

di Indonesia yang memiliki iklim 

tropis, dikarenakan ketika petir 

menyambar vegetasi hutan maka akan 

segera padam oleh air hujan karena 

petir akan selalu beriringan dengan 

munculnya hujan di iklim tropis. 

Penyebab rutin dari kebakaran hutan 

dan lahan adalah efek samping dari 

kegiatan manusia dalam pengguna 

api, faktor iklim dan cuaca harian 

sangat mendukung mempercepat 

proses terjadinya api kebakaran. 

Peristiwa kebakaran dalam skala 

besar terkadang tidak terlepas dari 

terjadinya musim kemarau panjang. 

Musim kemarau tersebut diakibatkan 

oleh gejala alam El Nino atau El Nino 

Southern Oscillation (ENSO). 

Faktor alam hanyalah sebagai 

pendukung terjandinya kebakaran 

Prlanologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 

Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, Jakarta, 2015. Halaman 37. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
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hutan dan lahan sebab utama 

penyebab kebakaran adalah oleh 

aktivitas manusia baik di sengaja 

maupun sebuah bentuk kelalaian. 

Bentuk kesengajaan terdiri dari 

penggunaan api untuk berladang, 

pembakaran vegetasi yang disengaja 

tetapi tidak terkendali seperti 

pembukaan areal HTI, perkebunan 

dan penyiapan lahan oleh masyarakat, 

pembakaran saat berburu dan 

pengusiran satwa liar, pembakaran 

saat memancing ikan, pembakaran 

sampah pertanian dan rumah tangga, 

pembakaran mengusir nyamuk oleh 

pencari kayu galam penyebab, serta 

lain akibat kelalaian pengguna api 

seperti api unggun yang dinyalakan 

oleh pendaki gunung dan tidak adaya 

sarana dan prasarana pemadaman dan 

pencegahan kebakaran. 

B. Tanggung Jawab Negara Dalam 

Pencegahan Dan 

Penanggulangan Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

Kebakaran hutan dan lahan 

bertentangan dengan prinsip-prinsip 

hukum lingkungan internasional 

terutama terhadap dampak yang di 

timbulkan oleh kebakaran itu sendiri 

terutama timbulnya pencemaran 

udara lintas batas (transboundary 

haze pollution) walaupun dampak ini 

bukanlah satu-satunya yang 

bertentangan dengan prinsip hukum 

lingkungan internasional tetapi ini 

merupakan dampak secara langsung 

di timbulkan oleh kebakaran hutan 

dan lahan yang menyebabkan 

kerugian bagi negara lain. 

Berdasarkan hukum 

internasional, pertanggungjawaban 

negara timbul ketika negara yang 

bersangkutan merugikan negara yang 

lain. Pada kebakaran tahun 2013 dan 

2015 permasalahan kabut asap 

menjadi masalah internasional karena 

kasus ini menimbulkan pencemaran 

di negara-negara tetangga 

(transboundary pollution) sehingga 

Singapura dan Malaysia secara resmi 

mengirimkan nota protes akibat kabut 

asap yang di hasilkan dari kebakaran 

di Sumatera dan Kalimantan itu yang 

sampai kenegaranya. Untuk 

menyelesaikan persoalan pencemaran 

lintas batas ini sebaiknya diperhatikan 

ketentuan hukum internasional, 

khususnya hukum kebiasaan 

internasional. 

Pada Draft Articles 

Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts 2001 

yang diadopsi oleh Komisi Hukum 

Internasional (ILC), disebutkan 

dalam Articel 1 bahwa Every 

internationally wrongful act of a State 

entails the international 

responsibility of that State (Setiap 

tindakan atau kelalaian yang dilarang 

oleh hukum internasional 

membawakan pertanggung jawaban 

internasional bagi negara itu). 

Walaupun, Draft Articles 

Responsibility of States for 

Internationally Wrongful Acts 2001 

yang diadopsi oleh Komisi Hukum 

Internasional (ILC) tidak mengikat 

sebagai suatu instrumen hukum 

internasional karena belum ditetapkan 

sebagai sebuah produk hukum. 

Namun demikian, kekuatan mengikat 

ILC Draft tidak dilihat dari bentuknya 

sebagai suatu instrumen, melainkan 

dari isinya. ILC Draft dapat 

digunakan sebagai sumber tambahan 

dan mengikat sebagai hukum 

kebiasaan internasional. 

Secara lengkap, bentuk-bentuk 

pertanggung jawaban negara diatur 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
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dalam Articels Draft ILC seperti 

dalam Articel 30 yang menerangkan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh 

negara yang bertanggung jawab atas 

tindakan yang merugikan terhadap 

negara lain seperti untuk 

menghentikan tindakan itu, jika terus 

berlanjut dan menawarkan jaminan 

serta jaminan yang sesuai untuk tidak 

mengulangi, jika keadaan 

mengharuskannya. Selain itu 

pertanggung jawaban negara juga 

termasuk ganti rugi atau reparation 

yang meliputi material maupun moral 

sebagaimana diatur dalam Articel 31. 

Tindakan reparation yang harus 

diambil oleh negara yang 

bertanggung jawab diatur dalam 

Articel 34 yang menjelaskan 

reparation atas kerugian yang 

disebabkan oleh tindakan salah 

internasional harus berupa restitusi, 

kompensasi dan kepuasan, baik 

secara sendiri-sendiri atau kombinasi. 

Tidak ada alasan hukum yang 

bisa membebaskan Indonesia dari 

tanggung jawab jika negara yang 

dirugikan menggugat Indonesia. Nota 

protes yang diajukan oleh negara-

negara yang terkena dampak kabut 

asap akibat kebakaran hutan dan 

lahan pada tahun 2013 dan 2015 

menimbulkan tanggung jawab 

Indonesia yang merupakan negara 

penghasil asap hasil kebakaran hutan 

dan lahan, dalam hal ini sikap yang 

diambil oleh Indonesia dalam 

pemenuhan kewajiban 

pertanggungjawabannya dengan 

sikap pemuasan yaitu adanya 

permohonan maaf secara resmi oleh 

Presiden. 

Para pemimpin ASEAN 

merumuskan pola penanganan 

pencemaran kabut asap di Asia 

Tenggara dalam suatu ASEAN 

Agreement on Transboundary Haze 

Pollution (Persetujuan ASEAN 

tentang Pencemaran Kabut Asap 

Lintas Batas) yang mengatur 

pendistribusian tanggung jawab dan 

penanganan pencemaran kabut asap 

pada kawasan regional Asia Tenggara 

perjanjian tersebut telah di ratifikasi 

oleh Indonesia melalui Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 

26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan 

ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution 

(Persetujuan Asean Tentang 

Pencemaran Asap Lintas Batas). 

Ratifikasi ASEAN Agreement on 

Transboundary Haze Pollution tidak 

menghapuskan tanggung jawab 

negara secara Satisfaction (kepuasan) 

untuk menjaga hubungan dan sebagai 

itikad baik (good faith) Indonesia 

kepada negara terdampak kabut asap. 

C. Implementasi Prinsip – Prinsip 

Hukum Lingkungan 

Internasional Dalam Kebijakan 

Pencegahan Dan 

Penanggulangan Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

1. Implementasi Prinsip 

Penggunaan Secara Bijaksana 

Dalam Kebijakan Pencegahan 

Dan Penanggulangan 

Kebakaran Hutan Dan Lahan Di 

Indonesia 

Prinsip ini menjadi penting 

dalam kebijakan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan 

lahan dikarenakan kebakaran hutan 

dan lahan sebagian besar terjadi di 

lahan basah khususnya lahan gambut. 

Bentuk pengejawantahan prinsip 

penggunaan secara bijaksana (Wise 

Use Principle) yang dilakukan oleh 

Indonesia dengan cara meratifikasi 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
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Konvensi Ramsar melalui Keputusan 

Presiden Nomor 48 tahun 1991 

tentang ratifikasi Convention on 

Wetlands of International Importance 

Especially as Waterfowl Habitat. 

Hasil dari Keputusan Presiden 

tersebut Indonesia memiliki 7 (tujuh) 

Situs Ramsar seluas 1.372.976 hektar 

di mana 5 diantaranya merupakan 

lahan gambut yang rentan terhadap 

kebakaran hutan dan lahan. 

Seluruh Situs Ramsar tersebut 

dalam hal pengelolaan dan 

pemanfaatannya telah dilindungi 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 

28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian 

Alam. Selain itu juga telah di tetapkan 

oleh Pemerintah sebagai Taman 

Nasional melalui Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup yang menjadikan 

perlindungan dan pengawasan 

terhadap lahan gambut yang berada di 

5 situs tersebut menjadi baik dalam 

segi pengelolaan dan pengawasanya 

sehingga dapat meminimalisir 

kebakaran hutan dan lahan akibat dari 

ulah manusia yang ingin mengalih 

fungsikan lahan tersebut. 

Bentuk lain dari dari 

implementasi prinsip ini dalam 

kebijakan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan 

lahan di Indonesia dapat terlihat 

dalam Undang-Undang Tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di mana 

perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup bertujuan 

mengendalikan pemanfaatan sumber 

daya alam secara bijaksana, ini sesuai 

dengan Pasal 3 Huruf h. Selain itu 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

57 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

juga mengadopsi prinsip penggunaan 

secara bijaksana (Wise Use Principle) 
bentuk adopsi tersebut dapat kita lihat 

dalam Pasal 9 Ayat (2) Huruf a dan b 

di mana penggunaan secara bijaksana 

terhadap lahan gambut di bagi 

menjadi dua fungsi yaitu fungsi 

lindung Ekosistem Gambut dan 

fungsi budidaya Ekosistem Gambut. 

Di tingkat sektoral Kementrian 

Pertanian menerbitkan Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor : 

14/Permentan/Pl.110/2/2009 Tentang 

Pedoman Pemanfaatan Lahan 

Gambut Untuk Budidaya Kelapa 

Sawit. Peraturan yang lebih teknis ini 

mengatur tentang pengelolaan lahan 

gambut yang digunakan sebagai lahan 

budidaya sehingga dalam 

pemanfaatannya lahan gambut tidak 

boleh di lakukan secara sembarangan 

dan harus memenuhi kaidah-kaidah 

pengelolaan lahan gambut trutama 

pada lahan dengan ketbalan lebih dari 

3 meter ini sebagi upaya pencegahan 

kebakaran hutan dan lahan gambut di 

luar kawasan terlindungi oleh 

pemerintah. 

2. Implementasi Prinsip 

Kedaulatan Negara Atas 

Sumber Daya Alam Dalam 

Kebijakan Pencegahan Dan 

Penanggulangan Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

Bentuk implementasi yang 

dilakukan terhadap prinsip ini bahkan 

mendasari kontitusi Indonesia. 

Adopsi prinsip ini tertera dalam Pasal 

33 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 sebagai 

landasan konstitusional yang 

mewajibkan agar bumi, air dan 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
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kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat dan dalam 

pelaksanaannya haruslah di 

selenggarakan secara berwawasan 

lingkungan. Konstitusi sendiri telah 

mengamanatkan prinsip ini sebagai 

landasan pengelolaan sumber daya 

alam. 

Selain dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 bentuk implementasi yang 

di lakukan oleh Indonesia adalah 

dengan meratifikasi Agreement On 

The Conservation Of Nature And 

Natural Resources 1985 yang 

mencantumkan secara tegas prinsip 

ini kedalamnya dalam Articel 20. 

Pada UUPPLH prinsip ini tercantum 

dalam penjelasan Pasal 2 huruf a dan 

huruf e di mana negara mencegah 

dilakukannya kegiatan pemanfaatan 

sumber daya alam yang menimbulkan 

pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup dan segala usaha 

dan/atau kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan disesuaikan dengan 

potensi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan harkat 

manusia selaras dengan 

lingkungannya. 

Bentuk nyata implementasi 

prinsip ini tercantum dalam UU 

Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d 

yang berbunyi Setiap orang dilarang 

membakar hutan, UUPPLH Pasal 69 

ayat (1) huruf h mengandung larangan 

membuka lahan dengan cara 

membakar sebagai mana berbunyi 

setiap orang dilarang melakukan 

pembukaan lahan dengan cara 

                                                           
10Apa itu SDGs, 

http://www.sdgsindonesia.or.id/index.ph

membakar, dan UU Perkebunan Pasal 

56 Ayat (1) dan (2) melarang 

pembukaan dan pengelolaan lahan 

perkebunan  dengan cara membakar. 

Pada lingkup yang lebih teknis 

tercermin dalam Permentan Nomor: 

47/Prementan/Ot.140/4/2014 

Tentang Brigade Dan Pedoman 

Pelaksanaan Pencegahan Serta 

Pengendalian Kebakaran Lahan Dan 

Kebun serta PermenLHK Nomor 

P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 

Tentang Pengendalian Kebakaran 

Hutan Dan Lahan. 

3. Implementasi Prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan 

Dalam Kebijakan Pencegahan 

Dan Penanggulangan 

Kebakaran Hutan Dan Lahan Di 

Indonesia 

Bentuk implementasi prinsip ini 

oleh Indonesia terlihat pada 

tergambar dalam penjelasan Pasal 2 

huruf b UUPPLH yang menyatakan 

bahwa setiap orang memikul 

kewajiban dan tanggung jawab 

terhadap generasi mendatang dan 

terhadap sesamanya dalam satu 

generasi dengan melakukan upaya 

pelestarian daya dukung ekosistem 

dan memperbaiki kualitas lingkungan 

hidup. 

Implementasi prinsip ini juga 

sejalan dengan komitmen indonesia 

dalam SDGs (Sustainable 

Development Goals) yang disepakati 

saat pertemuan dunia September 

2015.10 SDGs yang di adopsi oleh 

Indonesia juga akan melengkapai 

visi-misi Nawacita dari Presiden 

Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf 

Kalla dan mempercepat pencapaian 

Rencana Pembangunan Jangka 

p/apakah-sdgs-itu, diakses pada tanggal 4 

Juni 2017 Pukul 08:00. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
http://www.sdgsindonesia.or.id/index.php/apakah-sdgs-itu
http://www.sdgsindonesia.or.id/index.php/apakah-sdgs-itu
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Menengah Nasional (RPJMN) 2014-

201911. Terkait dengan kebakaran 

hutan dan lahan hadirnya SDGs di 

Indonesia dapat mencegah dan 

menanggulangi kebakaran hutan dan 

lahan yang terjadi melalui tujuan atau 

goals ke 13 dari SDGs tenatang 

membuat langkah segera untuk 

mengatasi perubahan iklim dan 

dampaknya dan tujuan 15 SDGs hadir 

untuk menjamin konservasi, restorasi 

dan pemanfaatan berkelanjutan dari 

ekosistem daratan dan perairan darat 

serta jasa lingkungannya. 

Sustainable Development Goals 

(SDGs) dalam ranah pelaksanaanya 

oleh pemerintah melaui Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) sedang merancang 

Peraturan Presiden Republik 

Indonesia tentang Pelaksanaan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

(Sustainable Development 

Goals/SDGs). 

Pemerintah Indonesia di bawah 

Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan juga mengeluarkan 

peraturan peraturan Direktorat 

Jenderal pengelolaan hutan produksi 

lestari nomor : P.14/PHPL/Set4/2016 

Tentang Standar Dan Pedoman 

Pelaksanaan Penilaiaan Kinerja 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

(PHPL) Dan Verivikasi Legalitas 

Kayu (VLK) dengan adanya 

pengelolaan hutan produksi lestari 

maka pembangunan berkelanjutan 

dari hutan terus terjaga dan memaksa 

para pemegang izin pengelolaan 

hutan untuk melakukan perlindungan 

                                                           
11 Untuk mencapai tujuan dan target 

Sustainable Development Goals 

pemerintah akan melibatkan masyarakat 

sipil ke dalam kelembagaan Panitia 

Bersama, 

dan pengamanan hutan di mana 

sumber daya hutan harus aman dari 

gangguan yang meliputi kebakaran 

hutan. 

pada sektor perkebunan secara 

teknis diatur dan ditindak lanjuti 

dengan adanya sertifikasi Indonesia 

Sustainable Plam Oil (ISPO) yang 

merupakan adopsi dari Roundtable 

Sustainable Palm  Oir (RSPO) 

melalui Peraturan Menteri 

Perkebunan Nomor 

11/Permentan/OT.140/3/2015 

Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa 

Sawit Berkelanjutan Indonesia 

(Indonesia Sustainable Plam Oil 

Certivication System/ISPO) dengan 

adanya sertifikasi ISPO pemerintah 

mencoba untuk menciptakan sistem 

usaha di bidang perkebunan kelapa 

sawit yang layak ekonomi, layak 

sosial dan ramah lingkungan 

didasarkan pada peraturan 

perundangan yang berlaku di 

Indonesia. Kaitannya dengan 

kebijakan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan 

lahan di Indonesia dengan adanya 

sertifikasi ISPO yang dimiliki oleh 

pemegang izin perkebunan kelapa 

sawit maka pengelola perkebunan 

harus melakukan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran yang 

telah disyaratkan oleh ISPO. 

4. Implementasi Prinsip 

Bertetangga Yang Baik Dan 

Kerjasama Internasional Dalam 

Kebijakan Pencegahan Dan 

Penanggulangan Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

http://www.presidenri.go.id/berita-

aktual/komitmen-terhadap-tujuan-

pembangunan-berkelanjutan.html,  

diakses pada tanggal 4 Juni 2017 Pukul 

08:00. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/komitmen-terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/komitmen-terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/komitmen-terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html
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Implementasi prinsip ini dalam 

kebijakan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan 

lahan di Indonesia tertuang dalam 

ratifikasi ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution 

menguatkan implementasi prinsip ini 

melalui Articel 4 yang menjelaskan 

negara-negara harus Bekerjasama 

dalam mengembangkan dan 

melaksanakan tindakan untuk 

mencegah dan memantau pencemaran 

asap lintas batas sebagai akibat 

kebakaran lahan dan/atau hutan yang 

harus ditanggulangi dan untuk 

mengendalikan sumber kebakaran, 

termasuk identifikasi kebakaran, 

pengembangan pemantauan, 

penilaian dan sistem peringatan dini, 

pertukaran informasi dan teknologi 

dan ketentuan bantuan yang saling 

menguntungkan guna membantu 

negara yang mengalami kebakaran 

hutan dan lahan mengambil langkah 

tindakan legislatif, administratif 

dan/atau tindakan lainnya untuk 

melakukan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan 

lahan.  

Bentuk konkret dari pelaksanaan 

prinsip ini maka di bentuk lah 

Kerangka Acuan Pusat Koordinasi 

ASEAN Untuk Pengendalian 

Pencemaran Asap Lintas Batas 

melalui Annex 1 dalam perjanjian 

tersebut yang bertujuan membentuk 

dan memelihara hubungan yang 

teratur dengan negara-negara ASEAN 

dalam meningkatkan 

kesiapsiagaannya dan merespon 

kebakaran lahan dan/atau hutan atau 

pencemaran asap yang diakibatkan 

dari kebakaran tersebut. 

5. Implementasi Prinsip Keadilan 

Dalam Satu Generasi Dalam 

Kebijakan Pencegahan Dan 

Penanggulangan Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

Tindakan Pemerintah Indonesia 

sebagai bentuk implementasi prinsip 

ini dalam menyikapi kebakaran hutan 

dan lahan yang menimbulkan dampak 

secara langsung terhadap manusia 

dan lingkungan hidup seperti 

timbulnya kabut asap yang 

mencemari lingkungan dan 

menyebabkan ISPA di sebagian besar 

daerah yang terkena dampak kabut 

asap adalah melalui Kementerian 

Kesehatan dengan dikeluarkannya 

Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 

289/MENKES/SK/III/2003 Tentang 

Prosedur Pengendalian Dampak 

Pencemaran Udara Akibat Kebakaran 

Hutan Terhadap Kesehatan di mana 

keputusan ini berisi prosedur 

pengendalian dampak pencemaran 

udara akibat kebakaran hutan 

terhadap kesehatan, meliputi fase pra 

bencana, bencana dan pasca bencana 

kebakaran hutan. merupakan acuan 

bagi tenaga kesehatan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten atau Kota yang 

bertugas di bidang penyehatan 

linkungan, pemberantasan penyakit 

dan tenaga kesehatan di  unit lain 

yang ditunjuk sesuai dengan bidang 

tugas masing-masing.  

Tidak nanya disitu pemerintah 

pun menerbitkan Inpres Nomor 11 

Tahun 2015 Tentang Peningkatan 

Pengendalian Kebakaran Lahan Dan 

Hutan Inpres yang diteken Presiden 

pada tanggal 24 Oktober 2015 

menugaskan 23 Menteri atau Pejabat 

setingkat menteri serta kepada para 

Gubernur dan Bupati atau Walikota 

seluruh Indonesia untuk 

meningkatkan pengendalian 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/


 

DIPONEGORO LAW JOURNAL 

Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017 

Website : https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/  

 
 

12 
 

kebakaran. Instruksi Presiden itu 

sendiri berisi tentang instruksi 

peningkatan pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan yaitu dengan 

mengupayakan pencegahan, 

pemadaman dan penanganan pasca 

kebakaran/pemulihan hutan dan 

lahan, selain itu juga Presiden 

mendorong  perkuatan koordinasi 

lintas instansi (pusat dan daerah), 

peningkatan peran serta 

masyarakat/pemangku kepentingan 

serta mewujudkan penegakan hukum 

kepada pelaku yang terlibat pembakar 

lahan dan hutan baik perorangan atau 

badan hukum. Inpres tersebut 

merupakan bentuk rekasi cepat 

tanggap pemerintah dalam mengatasi 

kebakaran hutan dan lahan yang 

terjadi pada 2015. 

6. Implementasi Prinsip Keadilan 

Antar Generasi Dalam 

Kebijakan Pencegahan Dan 

Penanggulangan Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

Implementasi prinsip ini secara 

teknis dalam kebijakan pencegahan 

dan penanggulangan kebakaran hutan 

dan lahan di Indonesia tercantum 

dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut. 

Mengingat kejadian kebakaran hutan 

dan lahan di Indonesia kerap terjadi 

pada satuan ekosistem gambut yang 

mempengaruhi keadaan lahan gambut 

untuk memenuhi kebutuhan generasi 

yang akan datang maka dalam 

pelaksanaan prinsip keadilan antar 

generasi  pada Peraturan Pemerintah 

tersebut dalam pasal 4 diatur 

Perencanaan Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut 

dilakukan melalui tahapan 

inventarisasi Ekosistem Gambut; 

penetapan fungsi Ekosistem Gambut 

dan penyusunan dan penetapan 

rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut. 

Perencanaan Perlindungan dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut 

bertujuan untuk mewujudkan 

perlindungan atas opsi yang memiliki 

tujuan apakah generasi selanjutnya 

punya opsi yang sama seperti generasi 

sekarang dalam pengelolaan 

ekosistem gambut Sehingga harus 

dilindungi, perlindungan atas kualitas 

yang memiliki tujuan keharusan 

menjaga kualitas ekosistem gambut 

sehingga kualitas ekosistem gambut 

yang diterima oleh generasi 

selanjutnya tidak lebih buruk 

daripada kualitas yang sudah kita 

terima saat ini dan perlindungan atas 

akses di mana adanya alokasi  hak dan  

akses  terhadap  ekosistem gambut 

yang  seimbang  antar generasi  yang  

berbeda antara sesama anggota dari 

generasi sekarang. 

Pemerintah juga membentuk 

Strategi  dan  Rencana  Tindak  

Nasional  Pengelolaan  Lahan  

Gambut  Berkelanjutan yang 

memiliki tujuan perlunya  

pemanfaatan  dan  pengelolaan  lahan  

gambut  yang  bijaksana  dan  

berkelanjutan.   Strategi  pengelolaan  

lahan  gambut  Indonesia  ini  disusun  

dengan mengacu kepada kerangka 

kerja Inisiatif Pengelolaan Lahan 

Gambut ASEAN (APMI) dan 

persetujuan ASEAN mengenai polusi 

kabut asap lintas batas yang kemudian 

dituangkan ke dalam Strategi 

Pengelolaan Lahan Gambut ASEAN 

(APMS). Strategi pengelolaan lahan 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/
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gambut nasional ini  juga  mengacu  

pada  ketentuan-ketentuan  yang  

tercantum  dalam  Konvensi  Ramsar,  

CBD  (Convention on Biological 

Diversity) dan Strategi Pengelolaan 

Lahan Basah Nasional.12 

7. Implementasi Prinsip 

Pencegahan Dalam Kebijakan 

Pencegahan Dan 

Penanggulangan Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

Implementasi prinsip ini dapat 

dilihat pada penerbitkan izin usaha 

perkebunan yang diatur dalam 

Undang Undang Perkebunan Pasal 45 

di mana dalam memperoleh izin usah 

perkebunan harus memiliki izin 

lingkungan. Pada Pasal 36 ayat (1) 

UUPPLH menyebutkan bahwa setiap 

usaha dan/atau kegiatan yang wajib 

memiliki AMDAL atau UKL-UPL 

wajib memiliki izin lingkungan. Di 

mana dalam dokumen AMDAL 

perkebunan harus memuat ketentuan 

sarana dan prasarana pencegahan 

kebakaran hutan dan sistem teknik 

pembukaan lahan yang sesuai dengan 

keadaan lingkungan. 

Selain AMDAL, PROPER 

lingkungan hidup juga merupakan 

implementasi prinsip pencegahan. 

Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan (PROPER) merupakan 

salah satu upaya Kementerian Negara 

Lingkungan Hidup untuk mendorong 

penaatan perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup 

melalui instrumen informasi. Salah 

satu PROPER yang berpengaruh 

dalam kebijakan pencegahan 

kebakaran hutan dan lahan adalah 

PROPER Gambut. 

                                                           
12 Kelompok Kerja Pengelolaan Lahan 

Gambut Nasional, Ibid. Halaman 4. 

Ancaman pidana juga menjadi 

sarana implementasi prinsip 

pencegahan dalam pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran lahan di 

Indonesia. Kita ketahui bahwa sanksi 

hukum pidana mempunyai pengaruh 

preventif (pencegahan) terhadap 

terjadinya pelanggaran-pelanggaran 

norma hukum. 

Kita ketahui setiap orang yang 

melakukan pembakaran secara 

sengaja maupun karena kelalaiannya 

diancam dengan ancaman pidana. 

Sanksi yang di berikan kepada para 

pembakar hutan dan lahan tertera 

dalam beberapa Undang-Undang 

seperti Undang-Undang Kehutanan 

Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Jo. Pasal 78 

Ayat (3) dan (4), UUPPLH Pasal 98 

Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 99 Ayat 

(1), (2) dan (3); dan Pasal 69 Ayat (1) 

Huruf h Jo. 108 serta Undang-

Undang Perkebunan Pasal 56 Ayat (1) 

Jo. Pasal 108. Ancaman pidana yang 

di berikan beberapa undang-undang 

yang disebutkan di atas diharapkan 

mencegah setiap orang dalam 

melakukan pembakaran hutan dan 

lahan. 

8. Implementasi Prinsip Kehati-

Hatian Dalam Kebijakan 

Pencegahan Dan 

Penanggulangan Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

Perwujudan prinsip ini dalam 

kebijakan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan 

lahan tertuang dalam pengaturan 

mengenai tinggi muka air gambut dan 

Pembukaan Lahan Tanpa Bakar 

(PLTB). Kehati-hatian dalam 

pengelolaan air pada lahan gambut 

yang merupakan salah satu lahan 
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basah sangat penting dalam 

mencegah dan menanggulangi 

kebakaran hutan dan lahan. lahan 

gambut yang muka air gambutnya 

terjaga dan selalu basah tidak akan 

rawan terbakar. Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 

Tahun 2010 Tentang Mekanisme 

Pencegahan Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan  Lingkungan Hidup Yang 

Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan 

Dan/Atau Lahan pada Pasal 5 Ayat 1 

menyatakan bahwa Penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan yang 

memanfaatkan lahan gambut wajib 

menerapkan standar teknik 

pengelolaan air.   

Selain itu Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor : 

14/Permentan/PL.110/2/2009 

Tentang Pedoman Pemanfaatan 

Lahan Gambut Untuk Budidaya 

Kelapa Sawit mengatur mengenai 

batas tinggi minimal air pada lahan 

gambut yang di gunakan sebagai 

budidaya kelapa sawit yaitu dalam 

pembuatan saluran air dan 

pengelolaan tata air bertujuan untuk 

mengatur dan mempertahankan tinggi 

permukaan air tanah di areal 

pertanaman. Pengaturan air pada 

saluran drainase disesuaikan dengan 

kedalaman permukaan air tanah di 

lapangan yang dipertahankan pada 

kedalaman 60 (enam puluh) 

sentimeter sampai dengan 80 

(delapan puluh) sentimeter, untuk 

menjaga ketersediaan air dan 

menghindari lahan mudah terbakar. 

Kehati-hatian dalam proses 

pembukaan lahan juga menjadi 

penting dalam pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan 

lahan dikarenakan pembukaan lahan 

tanpa bakar adalah sarana yang 

terpenting dalam pencegahan 

kebakaran lahan. 

9. Implementasi Prinsip Pencemar 

Membayar Dalam Kebijakan 

Pencegahan Dan 

Penanggulangan Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

Penerapan prinsip ini dalam 

pencegakan dan penanganan 

kebakaran hutan dan lahan di 

Indonesia di dasari pada sanksi 

administratif, sanksi perdata dan 

pidana serta bentuk lainnya yang 

diatur oleh peraturan perundang-

undangan. Di mana semuanya di atur 

dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Dalam proses penerapannya melalui 

proses pembuktian apakah setiap 

penanggung jawab usaha dan/atau 

kegiatannya menimbulkan 

pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup. 

Secara teknis penghitungan 

mengenai kerugian lingkungan hidup 

diatur dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 

Tentang Kerugian Lingkungan Hidup 

Akibat Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup. 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk 

memberikan pedoman bagi Instansi 

Lingkungan Hidup Pusat dan/atau 

Instansi Lingkungan Hidup Daerah 

dalam menentukan kerugian 

lingkungan hidup dan melakukan 

penghitungan besarnya Kerugian 

Lingkungan Hidup. 

10. Implementasi Prinsip Common 

But Differentiated 

Responsibility Dalam 

Kebijakan Pencegahan Dan 
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Penanggulangan Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

Implementasi prinsip ini dalam 

kebijakan pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan 

lahan di Indonesia tercantum dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2014 Tentang 

Pengesahan ASEAN Agreement On 

Transboundary Haze Pollution 

(Persetujuan ASEAN Tentang 

Pencemaran Asap Lintas Batas). 

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan 

bahwa Para pihak wajib, dengan 

semangat kesetiakawanan dan 

kemitraan dan sesuai dengan 

kebutuhan, kemampuan dan situasi 

masing-masing, memperkuat 

kerjasama dan koordinasi untuk 

mencegah dan memantau pencemaran 

asap lintas batas sebagai akibat dari 

kebakaran lahan dan/atau hutan yang 

harus ditanggulangi. Selain itu Para 

Pihak wajib bekerjasama dalam 

mengembangkan dan melaksanakan 

tindakan untuk mencegah dan 

memantau pencemaran asap lintas 

batas sebagai akibat kebakaran lahan 

dan/atau hutan yang harus 

ditanggulangi dan untuk 

mengendalikan sumber kebakaran, 

termasuk identifikasi kebakaran, 

pengembangan pemantauan, 

penilaian dan sistem peringatan dini, 

pertukaran informasi dan teknologi 

dan ketentuan bantuan yang saling 

menguntungkan. Dengan bentuk 

implementasi prinsip ini melalui 

Pusat Koordinasi ASEAN untuk 

Pengendalian Pencemaran Asap 

Lintas Batas.  

D. Upaya – Upaya Pemerintah 

Dalam Melakukan Pencegahan 

Dan Pengendalian Kebakaran 

Hutan Dan Lahan Di Indonesia 

1. Upaya Pencegahan Oleh 

Pemerintah Untuk Mengatasi 

Kebakaran Hutan Dan Lahan Di 

Indonesia 

Upaya pencegahan oleh 

pemerintah untuk mengatasi 

kebakaran hutan dan lahan di 

Indonesia dilakukan dengan 

menerbitkan peraturan peraturan yang 

dapat mencegah terjadinya kebakaran 

hutan dan lahan. Beberapa peraturan 

perundang-undangan yang dilahirkan 

menekankan sanksi yang berat bagi 

pelaku pembakaran hutan dan lahan 

yaitu UU No. 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, UU No. 39 Tahun 2014 

tentang Perkebunan, UU No. 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP  

PP No. 57 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas PP No. 71 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Ekosistem Gambut, PP 

No. 4 Tahun 2001 Tentang 

Pengendalian Kerusakan Dan Atau 

Pencemaran Lingkungan Hidup Yang 

Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan 

Dan Atau Lahan dan peraturan yang 

lebih teknis seperti Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

serta Peraturan Menteri Pertanian.  

Selain di tingkat nasional upaya 

pencegahan melalui peraturan 

perundang-undangan juga di lakukan 

di tingkat daerah dengan menerbitkan 

peraturan daerah baik Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota tentang 

pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan. 

Upaya pencegahan juga melalui 

sistem informasi tentang 

kemungkinan peluang terjadinya 

suatu kebakaran yang terdistribusikan 

dengan baik ke para stakeholder 

terkait hingga di tingkat lapangan 
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merupakan salah satu komponen 

keberhasilan tindakan pencegahan 

kebakaran. Saat ini, dengan bantuan 

teknologi modern (komputer, alat 

telekomunikasi, internet, 

penginderaan jauh (sistem informasi 

geografis) dapat dikembangkan 

sistem informasi kebakaran 

berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya kebakaran 

seperti kondisi bahan bakar, kondisi 

klimatologi dan perilaku kebakaran. 

Upaya lain yang dapat dilakukan 

dengan pelibatan masyarakat secara 

langsung dalam suatu kegiatan 

pengendalian kebakaran dapat juga 

mendorong kesadaran masyarakat 

akan pentingnya pengendalian 

kebakaran sejak dini di sekitar daerah 

mereka. Hal ini dapat diwujudkan 

melalui pembentukan Tim Pemadam 

Kebakaran/Fire brigade di tingkat 

masyarakat yang difungsikan untuk 

menanggulangi kebakaran hutan dan 

lahan sejak dini di wilayahnya. Fire 

brigade dibentuk dari anggota 

masyarakat, Kepala Desa sebagai 

penanggungjawab, sementara LSM 

dan dinas pengendali kebakaran 

terkait sebagai pengarah dan 

pembimbing.   

Bentuk Fire brigade adalah 

Kelompok Tani Peduli Api yang 

selanjutnya disebut KTPA yang 

merupakan pekebun yang telah 

memperoleh pelatihan tentang 

pengendalian kebakaran lahan dan 

kebun yang ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang. KTPA dibentuk 

berdasarkan Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor: 

47/Prementan/OT.140/4/2014 

Tentang Brigade Dan Pedoman 

Pelaksanaan Pencegahan Serta 

Pengendalian Kebakaran Lahan Dan 

Kebun. Bentuk lain pemberdayaan 

masyarakat oleh pemerintah adalah 

Masyarakat Peduli Api yang 

selanjutnya disebut MPA merupakan 

masyarakat yang secara sukarela 

peduli terhadap pengendalian 

kebakaran hutan dan lahan yang telah 

dilatih/diberi pembekalan serta dapat 

diberdayakan untuk membantu 

kegiatan pengendalian kebakaran 

hutan. MPA dibentuk berdasarkan 

Peraturan Direktur Jenderal 

Perlindungan Hutan Dan Konservasi 

Alam Nomor : P. 2/IV-SET/2014 

Tentang Pembentukan Dan 

Pembinaan Masyarakat Peduli Api. 

2. Upaya Pemadaman Oleh 

Pemerintah Untuk Mengatasi 

Kebakaran Hutan Dan Lahan Di 

Indonesia 

Keterlibatan berbagai unsur 

masyarakat, LSM, instansi, dinas 

terkait dan lain-lain, dalam tindakan 

pemadaman sangat diperlukan 

mengingat dalam tindakan 

pemadaman dibutuhkan SDM yang 

cukup banyak disinilah peran MPA 

dan KTPA yang masuk dalam Tim 

Pengendali Kebakaran. Keberadaan 

Tim Pengendali Kebakaran (Fire 

Brigade) akan sangat membantu 

dalam tindakan pemadaman. Pada 

suatu kasus kebakaran, Tim Fire 

Brigade ini merupakan pagar betis 

pertama dalam tindakan pengendalian 

kebakaran, yang selanjutnya 

melakukan koordinasi dengan Satuan 

Pelaksana Pengendali Kebakaran 

Hutan dan Lahan (Satlakdalkarhutla) 

dan satuan Tugas Penanggulangan 
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Bencana dan Pengungsi (Satgas 

PBP).13 

Selain itu dibentuk Organisasi 

Regu Pemadam Kebakaran Hutan dan 

Lahan yaitu Manggal Agni yang 

dibantu oleh unsur TNI, POLRI, 

BPBD, Perusahaan Perkebunan dan 

Kehutanan, Organisasi 

Kemasyarakatan, Masyarakat Peduli 

Api dan Kelompok Tani Peduli Api 

(KTPA). Manggala Agni adalah 

organisasi pengendalian kebakaran 

hutan dan lahan pada tingkat 

Pemerintahan Pusat yang mempunyai 

tugas dan fungsi pencegahan, 

pemadaman, penanganan pasca 

kebakaran, dukungan evakuasi dan 

penyelamatan, serta dukungan 

manajemen yang dibentuk dan 

menjadi tanggung jawab Menteri.  

Mandala Agni berada dibawah 

kordinasi Direktorat Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan Lahan 

merupakan salah satu direktorat yang 

berada di bawah Direktorat Jenderal 

Pengendalian Perubahan Iklim 

(Ditjen PPI). Berdasarkan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-

II/2015 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan 

Hidup Dan Kehutanan, Direktorat 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan 

Lahan  

3. Upaya  Penanganan Pasca 

Kebakaran Oleh Pemerintah 

Terhadap Kebakaran Hutan 

Dan Lahan Di Indonesia 

Upaya penindakan pasca 

kebakaran hutan dan lahan di 

laksanakan sesuai dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 

                                                           
13 Wahyu Catur Adinugroho, I N. N. 

Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo, 

Labueni Siboro, Op.cit. Halaman 58. 

32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yaitu dengan penindakan secara 

sanksi administratif, hak gugat 

pemerintah, hak gugat masyarakat, 

hak gugat organisasi lingkungan 

hidup dan pidana. 

Selain itu upaya pemulihan pasca 

kebakaran hutan dan lahan dilakukan 

melaui suksesi alami, rehabilitasi 

vegetasi, penndaan izi baru dan 

restorasi hidrologis yang menjadi 

tanggung jawab pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, masyarakat 

(termasuk masyarakat hukum adat) 

dan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan. Penundaan 

pemberian izin baru dan 

penyempurnaan tata kelola hutan 

alam primer dan lahan gambut 

menjadi sarana pemulihan lahan 

pasca kebakaran hutan dan lahan. 

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan kasus dalam penulisan 

hukum ini, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi prinsip-prinsip 

hukum lingkungan internasional 

baik yang terdapat di dalam 

perjanjian internasional yang telah 

di ratifikasi oleh indonesia, 

maupun aturan-aturan hukum 

lingkungan internasional yang 

bersifat soft law telah di 

berlakukan melalui ketentuan 

hukum nasional yang mengatur 

lingkungan hidup. Pemberlakuan 

tersebut dilakukan melalui metode 

inkorporasi, transformasi dan 

adopsi.  
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Kita ketahui bahwa beberapa 

prinsip tersebut adalah 

penggunaan secara bijaksana, 

prinsip kedaulatan negara atas 

sumber daya alam dan tanggung 

jawab tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan negara lain 

atau kawasan di luar yurisdiksi 

nasionalnya, prinsip pembangunan 

berkelanjutan, prinsip bertetangga 

yang baik dan kerjasama 

internasional, prinsip keadilan 

dalam satu generasi, prinsip 

keadilan antar generasi, prinsip 

pencegahan, prinsip kehati-hatian, 

prinsip pencemar membayar dan 

prinsip common but differentiated 

responsibility yang telah terdapat 

pada Undang-Undang tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang–

Undang tentang Kehutanan, 

Undang-Undang tentang 

Perkebunan, Undang-Undang 

tentang Pengesahan ASEAN 

Agreement On Transboundary 

Haze Pollution, Peraturan 

Pemerintah tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut dan ketentuan lain yang 

berkaitan dengan kebakaran hutan 

dan lahan di Indonesia.  

Selain itu  implementasi 

prinsip-prinsip lingkungan 

internasional juga terdapat dalam 

ketentuan yang mengatur sebih 

teknis dalam pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan di Indonesia seperti  

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan, Peraturan 

Menteri Pertanian, Peraturan 

Mentri Kesehatan, AMDAL, 

ISPO, PROPER, sertifikasi hasil 

kayu, pembentukan kawasan 

lindung area hutan dan lahan 

rawan terbakar dan penindakan 

yang berdasar pada prinsip 

lingkungan internasional.  

2. Upaya – upaya pemerintah dalam 

melakukan pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan di Indonesia secara umum 

dilakukan melalui tiga upaya yaitu 

pencegahan, pemadaman dan 

penanganan pasca kebakaran. Pada 

upaya pencegahan dilakukan 

melalui penerbitan peraturan-

peraturan yang dapat mencegah 

terjadinya kebakaran hutan dan 

lahan, sistem informasi tentang 

kemungkinan peluang terjadinya 

suatu kebakaran hutan dan lahan 

dengan bantuan teknologi modern 

(komputer, alat telekomunikasi, 

internet dan penginderaan jauh 

melaui sistem informasi geografis) 

dengan dikembangkan sistem 

informasi kebakaran berdasarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kebakaran seperti 

kondisi bahan bakar, kondisi 

klimatologi dan perilaku 

kebakaran dapat mencegah dan 

mendeteksi secara dini kebakaran 

hutan dan lahan sehingga 

pemerintah dapat mengambil 

langkah antisipasi terhadap 

kemungkinan terjadinya 

kebakaran di Indonesia dan 

pencegahan melalui partisipasi 

masyarakat dengan memberikan 

pendidikan dasar terhadap 

masyarakat tentang bahaya 

kebakaran hutan dan lahan.  

Pada upaya pemadaman 

kebakaran hutan dan lahan 

pemerintah memperdayakan 

keterlibatan berbagai unsur 

masyarakat, LSM, instansi, dinas 
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terkait dan lain-lain dengan 

membentuk Tim Pengendali 

Kebakaran (Fire Brigade) selain 

itu dibentuk satuan regu pemadam 

kebakaran hutan dan lahan yaitu 

Manggal Agni yang dibantu oleh 

unsur TNI, POLRI, BPBD, 

Perusahaan Perkebunan dan 

Kehutanan, Organisasi 

Kemasyarakatan, Masyarakat 

Peduli Api (MPA) dan Kelompok 

Tani Peduli Api (KTPA).  

Pada upaya pasca kebakaran 

pemerintah melakukan Upaya 

penindakan pasca kebakaran hutan 

dan lahan di laksanakan sesuai 

dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

yaitu dengan penindakan secara 

sanksi administratif, hak gugat 

pemerintah, hak gugat masyarakat, 

hak gugat organisasi lingkungan 

hidup dan pidana. Selain itu upaya 

pemulihan pasca kebakaran hutan 

dan lahan dilakukan melaui 

suksesi alami, rehabilitasi 

vegetasi, penndaan izi baru dan 

restorasi hidrologis yang menjadi 

tanggung jawab pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, masyarakat 

(termasuk masyarakat hukum 

adat) dan penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan. 
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